Menimbang

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 67 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI CIREBON,

bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan
prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan
memajukan kondisi daerah;

bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, Rencana Strategis Perangkat
Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok
sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah
yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat
Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Serta  Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah



Mengingat

1.

Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah
diverifikasi disampaikan kepada kepala daerah untuk
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Strategis Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah  dalam  Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah  diubah  beberapa  kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856 );



Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan  Pemerintah  Pengganti = Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau  Stabilitas  Sistem = Keuangan  menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6485);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);



10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

11.

12.

13.

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, = Kodefikasi, dan  Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
junto Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran  Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah  junto Keputusan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan

dan Keuangan Daerah;



Menetapkan

14.

15.

16,

17

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita  Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 496);

Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022
tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan
Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 daerah agar
menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon;

Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023
tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pada Dinas dan Badan Di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Cirebon;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIREBON TAHUN 2025-
2026



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

11.

12

Bupati adalah Bupati Cirebon.

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah
Daerah Kabupaten Cirebon.

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu
Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten
dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala
Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda
Kabupaten Cirebon.

Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cirebon.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang
selanjutnya  disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon
untuk periode 5 (lima) tahun.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya
dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara
Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua
Daerah.

Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan
Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah
sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode S5 (lima)
tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan
bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan
menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dimasa yang akan datang.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan S (lima) tahunan.

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang
Iebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih
pendek dari tujuan.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara
kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk
menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang
diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai
tujuan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh Pemerintah  Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas
pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka
mencapai hasil (outcome) suatu program.

Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan
kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan.



24.

295.

26.

27,

28.

Keluaran (output) adalah suatu produk akhir berupa
barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber
daya pembangunan agar hasil (outcome) dapat terwujud.

Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau
dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode
waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah
berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari
pencapaian hasil (outcome) beberapa program.

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah
dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja
SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan
fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai
dasar penyusunan rancangan APBD.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah
dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD
atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara
umum daerah yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2026 merupakan dokumen
perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 2
(dua) tahun sebagai panduan perencanaan Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sesuai dengan
tugas dan fungsinya.

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon mempunyai kedudukan yang strategis yaitu
menjembatani antara  perencanaan pada  Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dengan RPD,
sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis
jangka menengah daerah dan Renstra Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cirebon yang menjadi satu kesatuan
untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.



BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

Maksud Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2026 adalah:

a.

Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi
Kepala Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2025-2026;

Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima
tahun kedepan;

Menjamin  keterkaitan dan konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan
pengawasan pada setiap tahun anggaran selama
5 (lima) tahun yang akan datang;

Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan
sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten
Cirebon.

Tujuan ditetapkannya Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah:

a.

Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas
Lingkungan Hidup untuk kurun waktu
tahun 2025-2026;

Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026;

Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan
Rencana Kerja Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cirebon dalam kurun waktu tahun
2025-2026;

Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas
lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi.



(1)

BAB IV
SISTEMATIKA RENSTRA
Pasal 4

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tahun 2025 disusun dengan sistematika:

Bab I

Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan
hukum, maksud dan tujuan, sistematika
penulisan Renstra Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Bab III

Bab IV

Bab V

Bab ini berisi tentang Tugas, fungsi, dan
Struktur Organisasi Perangkat Daerah, Sumber
Daya, Kinerja Pelayanan, dan Kelompok Sasaran
Layanan Perangkat Daerah;

Permasalahan dan Isu Strategis

Bab ini berisi tentang Permasalahan Pelayanan
dan Isu Strategis Dinas Lingkungan Hidup;

Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang Tujuan, Sasaran Renstra
dan Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026;

Stategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan Arah
Kebijakan Tahun 2025-2026;

Bab VI Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan

Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program,
Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator,
Target, dan Pagu;

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang Indikator Kinerja Utama
dan Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup;

Bab VIII Penutup

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon

Tahun

2025-2026 dengan sistematika sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
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(1)

(2)

(1)

BAB YV
PELAKSANAAN
Pasal 5

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
melaksanakan Renstra Tahun 2025-2026 melalui
penyusunan Renja tiap tahunnya;

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
melaksanakan Renstra melalui penyusunan RKA dan
DPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon tiap
tahunnya;

Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
berpedoman atau mengacu pada indikator Kkinerja
sasaran, program dan kegiatan pembangunan dan pagu
indikatif yang telah ditentukan dalam Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026.

BAB VI
PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 6

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku
Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian
target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja
dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala
paling lambat tiap triwulan.

Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara
selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas
pencapaian target outcome program yang tercantum dalam
Renja dan indikator kinerja kunci yang bersifat outcome
dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala
tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.

Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara
selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung
jawab atas pencapaian target output kegiatan dan sub
kegiatan yang tercantum dalam Renja dan indikator
kinerja kunci yang bersifat output dan akan dievaluasi
capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling
lambat tiap triwulan.

Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja
dampak, outcome dan output sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput
melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload
bukti pendukungnya.
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Pasal 7

(1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku
Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan
realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam
Renstra Tahun 2025-2026 baik secara triwulan,
semester maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

UHIT PENGELOLA

PARAF KOORDINAST PRY

e s —

W

Ditetapkan di Sumber
NP — pada tanggal 15 ¥ei 2024

o BUPATI CIREBON,

— DTAT TYETAL
SEKRETARIAT DERAH

TSELON IV .
PRE
PARAF KOORDINASI KESESUAIAN SUETANSI DI LINGKUP N

JABATAN

| PA: CATATAN

ASISTEN ....cooeerenenenen.

KEPALA BAGIAN .........

1R

a

Diundangkan di SUmMbeT

pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR
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Pasal 7

(1) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon selaku
Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan
realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam
Renstra Tahun 2025-2026 baik secara triwulan,
semester maupun akhir tahun.

(2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 wei 2024

BUPATI CIREBON,

Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA’
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR
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1. Latar Belakang

Renstra merupakan instrumen untuk merumuskan dan mencapai
tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu
tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus
untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para
pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka
pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan
kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan
eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan
melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang
akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur outcome (hasil) yang
harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan
mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur
kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau
media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk
mempermudah pencapaian target, strategi dan penggunaan sumber daya yang
ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2025-2026
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 2 (dua) tahun
kedepan yang memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program
dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyusunan Renstra Tahun 2025-2026 mengacu pada Instruksi
Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024. Bahwa
daerah dengan periode Rencan Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) berakhir pada tahun 2024, tetap mebutuhkan dokumen rencana
pembaungan mengengah sambal menunggu penyusunan RPJMD pasca
pemilu kepala dearah serentak secara nasional tahun 2024.

Proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan:
a. Persiapan penyusunan;
b. Penyusunan rancangan,;
c. Pelaksanaan forum Perang Daerah dan forum konsultasi publik;

d. Penyusunan rancangan akhir;
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e. Fasilitasi rancangan akhir Rencana Pembangunan Daerah; dan
f. Penetapan.

Pada proses penyusunan rancangan renstra mencakup antara lain :
pengolahan data dan informasi; analisis gambaran pelayanan perangkat
daerah; Review renstra K/L (Kementerian/Lembaga) dan Provinsi; penelaahan
dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis (KLHS); perumusan isu strategis; serta perumusan tujuan,
sasaran, strategi dan kebijakan serta program dam kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang menjadi bagian dari sistem perencanaan
pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu,
sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus
menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya.
Demikian halnya dengan dokumen renstra sebagai salah satu komponen
dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program,
kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan
untuk mengukurnya. Renstra perangkat daerah dirumuskan dalam rangka
mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam
RPD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan
kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus
selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program
dalam rencana kerja indikatif pada RPD.

Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan
pembangunan Lingkungan Hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ini adalah
sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 yang
selaras dengan isu dan permasalahan nasional di bidang Lingkungan Hidup
sebagaimana tergambar pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup Tahun
2025-2026.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam
penyusunan dokumen perencanaan jangka pendek atau tahunan yang

tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.
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2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan

Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 adalah sebagi berikut:

L.

10.

i1.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan
Pembangunan Nasional;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan
Air

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengendalian
Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupate/Kota;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat;

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi
dan Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangurian Daerah,
dan Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
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15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD);

16. Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 52 tahun 2022 tentang
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah bagi Daerah
dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023
daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan
Menengah Daerah Tahun 2024-2026;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang
Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat
tahun 2005 - 2025 sebagiman telah diubah beberapakali terakhir
dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat nomor 7 tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat
Nomor 9 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2005 - 2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2018 Tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2018-2038;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2022 tentang
Pengelolaan Sampah.

22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 14 Tahun 2022 tentang Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;

23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 140 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon;

24. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 160 Tahun 2023 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

3. Maksud Dan Tujuan
Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026
disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :
Maksud :
a. Mendukung keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah
Kabupaten Cirebon Periode 2025-2026
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b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun kedepan;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun
anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;

d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku
pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Tujuan :

a. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup
untuk kurun waktu tahun 2025-2026

b. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan
Hidup dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

c. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja
Tahunan (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dalam
kurun waktu tahun 2025-2026

d. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan

prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

4. Sistematika Penulisan
Gambaran dan garis besar dari dokumen Rencana Strategis Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 di dasarkan
pada sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dasar Hukum Penyusunan;

Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

.20 S A

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

PN e

Kelompok Sasaran Layanan

BABIII PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS
LINGKUNGAN HIDUP

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.
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2. Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
1. Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon
Tahun 2025-2026

2. Cascading Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1. Strategi dan Arah Kebijakan Tahun 2025-2026

BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN
SERTA PENDANAAN

1. Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan, Kinerja, Indikator, Target,
dan Pagu

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
1. Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
2. Indikator Kinerja Dinas Lingkungan Hidup

BAB VIII PENUTUP

]
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1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 140 Tahun

2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa Kedudukan, Tugas dan Fungsi pada

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon sebagai berikut:

1. Dinas Lingkungan Hidup

a.

Dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah Bupati
melalui Sekretaris Daerah;

Bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan

pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan

Daerah dan tugas pembantuaan yang diberikan kepada Daerah;

Dalam melaksanakan tugas diatas, menyelenggarakan fungsi:

Perumusan kebijakan bidang lingkungan hidup;

Perencanaan lingkungan hidup dan pengelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup;

Pengelolaan keanekaragaman hayati (Kehati);

Pengendalian Bahan Berbahaya an Beracun (B3) dan limbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (limbah B3);

Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
Peningkatan  Pendidikan, pelatthan dan  penyuluhan
lingkungan hidup untuk Masyarakat;

Pemberian penghargaan lingkungan hidup untuk Masyarakat;
Penanganan pengaduan lingkungan hidup;

Pengelolaan persampahan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup;
Pelaksanaan administrasi Dinas Lingkungan Hidup; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsinya.
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2. Sekretariat Dinas

a. Dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;

b. Sekretariat Dinas melaksanakan tugas menyelenggarakan
koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian
dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi;

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas,
menyelenggarakan fungsi:

- Koordinasi kegiatan;

- Koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran;

- Pengumpulan dan pengolahan data serta pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan;

- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang
meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,
kerumahtanggaan, kerjsama, hukum, organisasi, hubungan
masyarakat, serta kearsipan dan dokumentasi;

- Penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara dan
pelayanan pengadaan barang/jasa; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian

a. Dipimpin oleh Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas;

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas:

- Penyiapan dan pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian,
rumah tangga, tata persuratan dan kearsipan, urusan
kehumasan, dan laporan kinerja;

- Pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara yang ada;

- Penyiapan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN); dan

- Pengkoordinasian penyiapan bahan Reformasi Birokrasi dan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

4. Subbagian Keuangan dan Aset

a. Dipimpin oleh Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris
Dinas;

b. Subbagian Keuangan dan Aset melaksanakan tugas:
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- Pelaksanaan urusan tata laksana keuangan, perbendaharaan,

gaji, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan.
5. Bidang Tata Lingkungan:

a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Lingkungan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas;

b. Mempunyai tugas: m;erumuskan, mengkoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan
tata lingkungan dan dampak pemanfaatan lingkungan;

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Tata Lingkungan menyelenggarakan fungsi: |
- Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Tata Lingkungan;
- Perumusan kebijakan teknis di bidang tata lingkungan;

- Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Kajian
dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(RPPLH);

- Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kegiatan
penilaian dokumen lingkungan;

- Pelayanan informasi public di daerah bidang tata lingkungan;

- Pengolahan data analisi bidang tata lingkungan;

- Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Tata Lingkungan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

" 6. Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum

a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan dan
Penaatan Hukum yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan
Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum;

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum
menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Pengendalian
Lingkungan dan Penaatan Hukum;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengendalian
Lingkungan dan Penaatan Hukum;
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Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan Kkegiatan
pengendalian lingkungan hidup;

Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kegiatan
penataan hukum dan penyelesaian sengketa lingkungan;
Pelayanan informasi publik di daerah bidang Pengendalian
Lingkungan dan Penaatan Hukum;

Pengolahan data analisi bidang Pengendalian Lingkungan dan
Penaatan Hukum;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Pengendalian Lingkungan dan Penaatan Hukum; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

7. Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan

a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas dan

Pemulihan Lingkungan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas;

b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau,

mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan

Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,

Bidang Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan

menyelenggarakan fungsi:

Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Peningkatan
Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;

Perumusan kebijakan teknis di bidang Peningkatan Kapasitas
dan Pemulihan Lingkungan;

Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan
peningkatan kapasitas dan kemitraan lingkungan hidup;
Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kegiatan
pemulihan lingkungan hidup;

Pelayanan informasi publik di daerah bidang Peningkatan
Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan;

Pengolahan data analisi bidang Peningkatan Kapasitas dan
Pemulihan Lingkungan;

Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang
Peningkatan Kapasitas dan Pemulihan Lingkungan; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang

berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
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8. Bidang Kebersihan dan Pertamanan

a. Dipimpin oleh Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas;

b. Mempunyai tugas: merumuskan, mengkoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan program kegiatan
Kebersihan dan Pertamanan;

c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas,
Bidang Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi:

- Perumusan bahan perencanaan pada Bidang Kebersihan dan
Pertamanan;

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Kebersihan dan
Pertamanan;

- Pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan
pengelolaan sarana dan prsarana persampahan;

- Pembinaan dan pengendalian penyelengaraan kegiatan
pengelolaan sampah;

- Pelayanan informasi publik di daerah bidang Kebersihan dan
Pertamanan;

- Pengolahan data analisi bidang Kebersihan dan Pertamanan;

- Pengevaluasian dan  pelaporan pelaksanaan  kegiatan
Kebersihan dan Pertamanan; dan

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

9. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) adalah unsur Pelaksana
Teknis pada Dinas dan Badan yang melaksanakan tugas teknis
operasional dan tugas teknis penunjangan.

b. Terdiri dari UPTD Pemrosesan Akhir Sampah dan UPTD
Laboratorium Lingkungan;

c. Dipimpin oleh Kepala UPTD yang bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas melalui Sekretaris Dinas;

d. Kepala UPTD Pemrosesan Akhir Sampah bertugas memimpin,
mengkoordinasikan dan melaksanakan pengolahan sampah yang ada
di Tempat Pembuangan Akhir Sampah. Dalam melaksanakan

tugasnya, menyelenggarakan fungsi:
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- Perencanaan program dan kegiatan UPTD;

- Pelaksanaan kegiatan pengolahan sampah di pengolahan di
Tempat Pembuangan Akhir Sampah;

- Pelaksanaan kegiatan pemberian pelayanan dan bimbingan
serta bantuan teknis pengolahan sampah kepada Masyarakat;

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan
UPTD PEmrosesan Akhir Sampah; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

e. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan bertugas memimpin,
mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan pelayanan
teknis pengujian baku mutu udara, air, dan tanah. Dalam
melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan program dan kegiatan UPTD;

- Pelaksanaan  koordinasi, fasilitasi, pengendalian dan
pengembangan pelayanan laboratorium lingkungan;

- Pelaksanaan pelayanan teknis pengujian baku mutu udara,
air, dan tanah;

- Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD
Laboratorium Lingkungan; dan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang
berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

10. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

a. Kelompok Jabatan Fungsional Mempunyai tugas dan fungsi sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yeng berlaku;

b. Terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang
terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;

c. Kelompok Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas pelaksana kegiatan pelayanan public serta
administrasi pemerintahan dan Pembangunan;

d. Terdiri dari Klerek, Oprator, dan Teknisi;

e. Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana berkedudkan di bawah dan
bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi
Prtama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki

keterkaitan dengan pelaksanaan tugas berdasrkan kelas jabatan.

T T T T T F AR T
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1.2 Struktur Organisasi
Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas:

Kepala Dinas
2. Sekretariat Dinas, membawahi:
e Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
e Sub Bagian Keuangan dan Aset.
Bidang Tata Lingkungan;
Bidang Pengendalian Lingkungan dan Penataan Hukum;
Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan;
Bidang Kebersihan dan Pertamanan;
UPTD; dan
Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.

® N o o ow

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana
tersebut di atas dapat dilihat sebagai berikut:

[KEPALA DINAS
i

L..._...__"_'....”._w.
| SEKRETARIAT
. DINAS
| SUBBAGIAN | SUBAGIAN
| UMUM DAN - KEUANGAN
KEPEGAWAIAN . DAN ASET
i BIDANG ‘ ST S [N
' BIDANG TATA PENGENDALIAN | :B|DQRSAPS$1NA§%%TAN | KEBERSIHAN
I , e R TR LS e P S .
. UPTD +
| KELOMPOK JABATAN |
| FUNGSIONAL DAN |
| JABATAN PELAKSANA |

2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Pelaksanaan fungsi Dinas Lingkungan Hidup harus dilaksanakan secara
professional, efektif dan efesien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya
yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam
melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia,
asset/modal, unit usaha yang masih beroperasional maupun sarana dan

prasarana.
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2.1 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang

harus dimiliki oleh instansi/organisasi, karena sdm yang kuat,
professional serta IPTEK yang memadai sangat menentukan capaian
tingkat kinerja atau keberhasilan instansi/organisasi tersebut dalam
mencapai tujuannya.

Tata kerja pelaksanaan tugas fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon dibagi ke dalam jabatan struktural, jabatan
fungsional dan jabatan pelaksana/TKK dengan komposisi sebagai
berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana/TKK

Kepala Dinas 1. Perencana 1. Operator Layanan
2. Sekretaris: 2. Pengendali Dampak Operasional
2.1 Kasubag Umum dan Lingkungan 2. Pengelola Umum
Kepegawaian 3. Penyuluh Lingkungan Operasional
2.3 Kasubag Keuangan dan Aset 4. Pengawas lingkungan 3. Pengelola Layanan
3. Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup Operasional
4. Kepala Bidang Pengendalian 4. Pengelola Data dan
Lingkungan dan Penataan Informasi
Hukum 5. Pengadministrasi
S. Kepala Bidang Peningkatan Perkantoran
Kapasitas dan Pemulihan 6. Teknisi Sarana Prasarana
Lingkungan 7. Penelaah Teknis Kebijakan
6. Kepala Bidang Kebersihan dan 8. Pemelihara Tumbuhan
Peryamanan 9. Pengawas Industri

7. Kepala UPTD

Dukungan Sumber Daya Manusia DLH dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:

Tabel 2.2.
Komposisi Personil
Berdasarkan Status Kepegawaian, Pendidikan, Golong Ruang dan Jenis
- Kelamin

Kepala
Dinas

Sekretaris
Dinas

Kepala
Bidang

]
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M4

Kasubag 2 2 R
Kepala UPTD 2 1 1 1 1

Fungsional
Perencana

Fungsional
Pengendali
Dampak
Lingkungan
Fungsional
Penyuluh 1 2 1 2 1 3
Lingkungan

Pengawas

lingkungan 4 1 3 3 1 3 1
Hidup

Operator

Layanan 3 115 118 115 3
Operasional

Pengelola

10 Umum 2 188 190 190

Operasional
Pengelola

11 Layanan 2 2

Operasional
Pengelola

12 Data dan 3 3 3

Informasi
Pengadminis

13 trasi S 5 5

Perkantoran
Teknisi

14 Sarana 5 5 S5

Prasarana
Penelaah

15 Teknis 1 18 19 15 4

16

Kebijakan
Pemelihara
Tumbuhan
Pengawas

17 Industri 4 5 1 8 7 2

Jumlah 35 360 8 49 3 123 210 9 6 373 20

2.2 Aset/Modal

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon dapat berjalan secara efektif dan
efisien, selain dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas,
ditunjang aset/modal yang merupakan sarana dan prasarana untuk
bekerja seperti : meja dan kursi, komputer, laptop dan printer untuk
melaksanakan proses pengerjaan administrasi, lemari dan filling kabinet

untuk menyimpan arsip.

Tersedianya sarana sistem informasi yang berfungsi untuk memudahkan
dan mempercepat penyampaian informasi dengan berbagai pihak baik
internal DLH sendiri, maupun eksternal, seperti ke instansi, lembaga,
swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, berupa sarana seperti :

internet, facsimile, email, website, telepon.
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Tersedianya kantor DLH yang memadai, yang didalamnya tersedia sarana
aula/ruangan untuk rapat dan koordinasi, ruangan arsip untuk
penyimpanan dokumen seperti kontrak pekerjaan, surat
pertanggungjawaban, hasil kajian-kajian, dan lainnya, adapun

perpustakaan sampai dengan saat ini belum tersedia.

Terkait dengan aset/modal yang dimiliki Dinas Lingkungan Hidup adalah
terutama meliputi sarana dan prasarana penunjang untuk menopang
operasional dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam
upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di wilayah

Kabupaten Cirebon. Sarana dimaksud terdiri dari :

a. Kendaraan Roda 4 (empat) sebanyak 13 unit dan Roda 2 (dua)
sebanyak 14 unit.

b. Kendaraan Operasional Pengelolaan Sampah terdiri dari :
e Dump Truck sebanyak 20 unit
e Truck Ambrol sebanyak 5 Unit
e Amrol sebanyak 10 Unit
e Truck Tangki Air 4 Unit
e Roda 3 (tiga) tangki air sebanyak 1 unit
e Roda 3 (tiga) pengangkut sampah sebanyak 33 unit
e Buldozer sebanyak 3 unit
e Eksavator sebanyak 3 unit
c. Peralatan kerja yang mendukung operasional organisasi yang terdiri
dari 21 Unif PC, 17 Unit Laptop/Notebook, 15 unit Printer, 1 unit OHP
dan 2 unit scanner.

d. Peralatan Pengujian Kualitas Air

Sebagian aset peralatan pengujian kualitas lingkungan yang ada belum
dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan belum
tersedianya ruang/gedung yang dapat difungsikan khusus untuk
laboratorium. Sedangkan untuk melakukan wuji parameter kualitas
lingkungan tidak hanya dibutuhkan unit laboratorium yang dapat
beroperasi tetapi juga harus terakreditasi. Karenanya saat ini masih
dilakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melakukan uji parameter
kualitas lingkungan.

Sebagai penunjang bagi pengembangan pengelolaan kebersihan kota dan

persampahan dapat disampaikan data-data sebagai berikut :

1. Luas wilayah : 1.028,69 Km?
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2. Jumlah Penduduk 1 2.126.179 Jiwa

3. Jumlah Kecamatan : 40 Kecamatan

4. Jumlah Kelurahan/Desa : 424 Kelurahan/Desa

5. Jumlah RW dan RT : 2.607 RW dan 9.188 RT

2.3 Sumber Daya Lainnya
a. Sarana Prasarana Persampahan

Lokasi tempat pembuangan sampah akhir di Kabupaten Cirebon
terdapat di 5 lokasi masing-masing diplotkan untuk wilayah Barat, Timur dan
Tengah. Di wilayah Timur ditempatkan 2 lokasi untuk melayani wilayah
Ciledug. Selanjutnya untuk melayani wilayah Selatan ditempatkan di Ciawi
Japura Kecamatan Lemahabang. Di wilayah Tengah dan Barat lokasi
pembuangan akhir berada di TPA Gunung Santri Desa Kepuh Kecamatan
Palimanan memiliki luas lahan 5 ha yang dibangun pada tahun 1992, dengan
cakupan wilayah 88 Desa. Sistem TPA yang digunakan berupa contorll landfill
sarana yang digunakan untuk mengangkut sampah digunakan 2 unit

bulldozer, dan 3 unit backhoe.

b. Prasarana Pengolahan Limbah dan Sanitasi
Sistem pelelolaan air limbah domestik di Kabupaten Cirebon saat ini

dilayani oleh sistem setempat (on site system), yaitu merupakan sistem
pengolahan limbah dimana fasilitas instalasi pengolahan berada di dalam
persil atau batas tanah yang dimiliki dapat berupa:

1. Septic tank
2. Cubluk
3. Plengsengan

Cakupan layanan sanitasi sektor air limbah eksisting di Kabupaten
Cirebon yang memenuhi syarat dan dinyatakan tidak melaksanakan BABS
secara kuantitas adalah sebesar 61%, meliputi tangki septic individual sebesar
50 %, menggunakan tangki septic secara komunal sebesar 5% dan yang sudah
menggunakan cubluk pribadi sebesar 6% (Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK)
Cirebon, 2013). Sedangkan sisanya yaitu sebanyak 39% dari jumlah penduduk
Kabupaten Cirebon masih melakuksan aktivitas BABS. Tahapan
pengembangan yang direncanakan selama 5 tahun ke depan adalah dengan
menuntaskan praktek BABS di seluruh wilayah Kabupaten Cirebon melalui
kepemilikan tangki septic individual sebesar 75%, dengan komunal MCK atau
MCK++ 15% dan yang masih menggunakan cubluk 10%.

Air limbah yang ada di Kabupaten Cirebon berasal dari limbah keluarga,
limbah pabrik, dan limbah lainnya. Namun dari pencemaran terhadap air yang
terjadi di Kabupaten Cirebon, berdasarkan data Rispam Kabupaten Cirebon
Tahun 2015, lebih banyak terjadi berupa pencemaran terhadap limbah pabrik
atau industri, sehingga dari hal tersebut perlu diperhatikan air limbah beserta
aliran pembuangannya agar dampak keberadaan air limbah yang ada, tidak
menganggu lingkungan dan sanitasi penduduk. Selain itu kebiasaan
penduduk sekitar yamg masih membuang sampah pada saluran air limbah
menghambat aliran air limbah.

Dalam sistem sanitasi pengelolaan air limbah domestik terdapat 2 (dua)
jenis produk, yaitu: black water (tinja, urine, air comberan) dan grey water (air
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cucian rumah tangga, air untuk mandi) dalam pengalirannya melalui drainase
lingkungan. Sistem pengelolaan air limbah berupa WC centor, tangki septik
yang dialirkan melalui pipa.

c. Kelompok Kerja Masyarakat

Selain sumber daya manusia dan aset/modal sebagai unsur pokok
dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon, unsur yang tak kalah penting dalam pelaksanaan tugas
pokok tersebut, sumber daya lainnya yang berupa kelompok kerja masyarakat
juga menjadi kekuatan penunjang untuk membantu kinerja Dinas Lingkungan
Hidup dalam mencapai target tujuan dan sasaran.

Dinas Lingkungan Hidup telah membentuk 8 unit bank sampah baik
disekolah dan desa, maupun kelompok kerja masyarakat. Bank sampah yang
telah terbentuk diantaranya : Bank Sampah Kemangi Jaya di Desa Sarwadadi
Kecamatan Talun, Bank Sampah Ciawigajah di Desa Ciawigajah Kecamatan
Beber, Bank Sampah SMAN Arjawinangun, Bank Sampah SMAN Ciwaringin,
Bank Sampah Berkah Mandiri di Beber, Bank Sampah Desa Mandiri di
Pabedilan Wetan, Bank Sampah Cisaat Dukuhpuntang, dan Bank Sampah
Bhakti Mandiri Desa Setu Wetan Kecamatan Weru.

Sedangkan kelompok kerja masyarakat yang sudah terbentuk
diantaranya Pokmas Pengelolaan Sampah Mandiri Desa Jatipura Kecamatan
Susukan, Desa Guwa Lor Kecamatan Kaliwedi, Desa Tegalgubug Kecamatan
Arjawinangun dan Pokmas pengelolaan sampah mandiri desa Sidaresmi

Kecamatan Pabedilan.

3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi kinerja Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon diukur berdasarkan tingkat pencapaian
kinerja tujuan dan sasaran guna mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian
kinerja tujuan dan sasaran, maka dilakukan melalui media rencana kinerja yang
kemudian dibandingkan dengan realisasinya.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan
realisasi indikator sasaran. Hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi
untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis yang
terkait visi dan misi organisasi.

Selanlutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja
untuk memberikan informasi yang Iebih transparan mengenai sebab akibai
tercapainya kinerja yang diharapkan.

1. Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan tersebut.
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2. Indikator Sasaran

Indikator sasaran adalah suatu yang dapat menunjukkan secara signifikan
mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran Indikator sasaran

dilengkapi

dengan

3. Indikator Kinerja Kegiatan

target kuantitatif dan satuannya untuk mempermudah
pengukuran pencapaian sasaran.

Indikator kinerja keglatan adalah suatu yang dapat menunjukkan secara
signifikan mengenai pencapaian kegiatan yang meliputi :
a. Kelompok Indakator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan
agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka
menghasilkan output. Indikator masukan ini antara lain berupa sumber daya
manusia, dana, material, waktu, teknologi dan peraturan

b. Kelompok indikator keluaran (output) adalah sesuatu berupa produk atau jasa
(fisik dan jasa non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan keg|atan dan
program berdasarkan masukan yang digunakan)

c. Kelompok indikator hasii (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Sedangkan outcome
merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk, jasa dapat memenuhi

kebutuhan dan harapan masyarakat.

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2019-2024

4

(1) ()

1 Meningkatnya
kualitas air dan
udara

&)
Indeks
Pencemaran Air
(Persentase hasil
pemantauan
kualitas air yang
memenuhi baku
mutu)

Target

48,3

48,54

48,78

48,39

49,26 49,50

Realisasi

35,24

41,43

48,52

53,20 49,50

Capaian
(%)

72,60

84,93

98,98

108 100

Indeks
Pencemaran
Udara
(Persentase hasil
pemantauan
kualitas udara
yang memenuhi
baku mutu)

Target

75,22

75,72

76,22

77,16

77,22 77,72

Realisasi

78,48

81,12

81,03

76,13 77,72

Capaian
(%)

103,65

106,43

105,62

98,59 100

2 Meningkatnya
Tutupan Lahan

Indeks Tutupan
Lahan (Persentase
sumberdaya alam
yang terkonservasi)

Target

33,82

33,83

33,84

29,83

33,86 33,87

Realisasi

38,1

27,2

27,56

27,96 33,87

Capaian
(%)

112,62

80,38

81,42

82,58 100

3 Meningkatnya
Pelayanan
Pengelolaan
Sampah

Persentase
Cakupan
Pelayanan
Persampahan
(Volume sampah
yang dikelola oleh
Dinas
dibandingkan
dengan total
volume sampah)

Target

6,1

7,5

15

30

45 60

Realisasi

8,91

29

26,42

41,6 60

Capaian
(%)

118,80

193,33

88,07

92,44 100

% Meningkatnya
peranserta
masyarakat
dalam
pengelolaan
persampahan

Persentase
Pengurangan
Timbulan Sampah
(Volume sampah
yang dikelolah oleh
bank sampah,
pusat daur
sampah, unit
pengomposan
dibandingkan
dengan total
volume sampah)

Target

1,27

7,5

10

15 20

Realisasi

2,12

28,67

5,32

3,5 20

Capaian
()

70,67

382,27

53,2

23,33 100
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Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup dari tahun
2019-2023 cukup bisa dikatakan belum konsisten, masih terlihat fluktuaktif,
terlihat hanya Indeks Pencemaran Air yang capaiannya terus meningkat.
Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab belum konsiten/ optimal IKU
untuk Indeks Pencemaran Udara, yaitu penurunan realisasi pemantauan
kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis, dan
faktor keberhasilannya adalah jumlah titik pantau kualitas udara dan standar

kualitas udara pada lokasi pemantauan.

Rata-rata capaian kinerja pelayanan menunjukan realisasi yang telah
memenuhi target bahkan pada beberapa capaian indikator telah melampaui
target yang ditetapkan. Kecuali pada capaian indikator persentase (%) luasan
lahan yang ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan atau
tanah untuk produksi biomassa. Kinerja pelayanan ini sebagaimana
diamanatkan dalam SPM, menunjukkan capaian yang masih jauh dari target
nasional. Adanya kesenjangan pelayanan ini lebih disebabkan oleh
keterbatasan jumlah dan kualifikasi SDM serta faktor keterbatasan anggaran
yang dapat dialokasikan untuk menyelenggarakan SPM tersebut. Luasnya
wilayah yang menjadi target dalam pelayanan informasi status kerusakan
lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa tidak sebanding dengan
sumber daya yang ada. Hal ini perlu mendapat perhatian dan menjadi
prioritas dalam pelaksanaan program kegiatan dan pencapaian target pada
jangka waktu perencanaan selanjutnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selalam
periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Cirebon adalah sebagaimana terinci pada Tabel 2.4.
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Tabel 2.4 menunjukkan realisasi penyerapan anggaran selama 4 (empat)
tahun sebelumnya pada Dinas Lingkungan Hidup terlihat berfluktuatif dari
nilai terendah 89% sampai dengan 96,5%. Rata-rata rasio antara realisasi dan
anggaran adalah sebesar 0,88. Ditinjau dari realisasi anggaran belanja
langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 91%, dan untuk
belanja tidak langsung rata-rata realisasi penyerapannya adalah sebesar 89%.
Sedangkan ditinjau dari realisasi anggaran belanja Operasi rata-rata realisaéi
penyerapannya adalah sebesar 91,5%, dan untuk belanja Modal rata-rata
realisasi penyerapannya adalah sebesar 96,5%.

Rata-rata pertumbuhan/kenaikan anggaran adalah sebesar 2,72% dan

untuk realisasi sebesar 92%.

4. KELOMPOK SASARAN LAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kondisi spesifik Kabupaten Cirebon yang menjadi tantangan dalam
penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup adalah wilayah
administratif yang cukup luas mencapai 1.028,69 Km?2 yang terdiri dari 40
wilayah kecamatan dan 424 desa/kelurahan, dengan jumlah penduduk yang
tinggi mencapai 2.126.179 Jiwa (sumber data BPS, 2018). Hal tersebut
berpengaruh pada banyaknya obyek yang harus dilakukan pemantauan
kualitas lingkungan sesuai ketentuan yang berdampak dalam satu wilayah.
Sementara kemampuan sesuai sumber daya yang ada saat ini hanya sebesar
2,86% obyek yang dapat dipantau.
Aktivitas penduduk dilihat dari data jumlah usaha dan atau kegiatan yang ada
pada tahun 2015 menunjukan jumlah yang cukup tinggi sebanyak 2.957 unit
usaha/kegiatan. Aktivitas tersebut cukup berpotensi menimbulkan dampak
pada lingkungan. Dari jumlah tersebut hanya 32% yang telah memiliki
dokumen lingkungan. Hal ini merupakan salah satu indikasi masih kurangnya
pengetahuan dan kepedulian pelaku usaha/kegiatan dan masyarakat dalam
pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan ditinjau dari jumlah
usaha/kegiatan penghasil limbah B3, yang dapat tertangani saat ini hanya
sebesar 2,7% sedangkan sisanya sebesar 97,3% belum dapat ditangani
terutama karena keterbatasan sumber daya yang ada.
Terkait dengan tantangan di bidang persampahan, di masa datang
permasalahannya akan semakin berat sebagai dampak meningkatnya secara
signifikan jumlah penduduk Kabupaten Cirebon yang akan berdampak pada
peningkatan jumlah timbunan volume sampah, semakin kompleks
permasalahan kebersihan kota akibat perkembangan berbagai aktivitas
perdagangan dan produksi, semakin beratnya kriteria sebuah kota bersih,
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kuantitas dan kualitas alat angkut operasional pengangkutan sampah yang
rendah, daya tampung TPA yang terbatas akibat luasan lahan TPA sampah
yang terbatas serta daya dukung sarana operasional guna menerapkan sistem
pengolahan sampah di TPA dengan metode pemrosesan yang baik dan benar
sesuai kaidah-kaidah yang ramah lingkungan, rendahnya partisipasi
masyarakat dan swasta dalam rangka penanganan pengelolaan persampahan
termasuk partisipasi dalam membayar retribusi sampah serta luasnya
cakupan wilayah pengembangan.

Dalam perspektif lingkungan terhadap RTRW, aktivitas dan peningkatan
kegiatan pembangunan yang tidak didukung oleh kepedulian terhadap
penurunan kualitas lingkungan dan pengelolaan lingkungan yang
berkelanjutan, menjadi tantangan untuk tetap menjaga konsistensi dalam
implementasinya sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang ada. Hal ini
terutama dengan adanya peningkatan intensitas pemanfaatan ruang,
khususnya yang berkaitan dengan eksploitasi Sumber Daya Alam.

Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup khususnya berkaitan dengan
perlindungan kawasan resapan air, perlindungan dan pelestarian hulu DAS,
daerah sekitar waduk dan mata air, serta pelestarian keanekaragaman hayati
menjadi peluang yang mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi
pelestarian kawasan lindung dalam RTRW sebagaimana ditetapkan dalam
pemantapan fungsi lindung pada kawasan yang memberi perlindungan
kawasan bawahannya, pembatasan kegiatan yang tidak berkaitan dengan
perlindungan setempat, serta pemantapan kawasan suaka alam dan
pelestarian alam.

Kompleksitas kondisi lingkungan yang ada tentunya memerlukan suatu
organisasi yang solid dengan kualitas dan kuantitas SDM dan pendanaan yang
memadai dalam pengelolaannya. Jika organisasi hanya bertumpu pada
kemampuan pendanaan internal tentunya perangkat daerah akan sulit untuk
memenuhi target sebagaimana yang telah digariskan baik dalam
penyelenggaraan SPM bidang lingkungan hidup maupun target lain seperti
yang tertuang dalam RPD Kabupaten Cirebon. Oleh sebab itu, perlu dilakukan
juga penelaahan dan sinkronisasi terhadap tujuan dan sasaran serta target
pada dokumen perencanaan di tingkat nasional dan provinsi jawa barat yang
merupakan peluang bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon untuk
mencapai target pelayanan secara optimal.

Beberapa peluang sinergi dan sinkronisasi yang dapat dilakukan antara lain
adalah pada (a) Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan seperti
dalam pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL), pengelolaan
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sampah, pemantauan dan pengawasan kualitas lingkungan hidup; (b)
Perlindungan dan konservasi sumber daya alam seperti melalui restorasi
danau, sungai dan pemulihan daerah aliran sungai, pembangunan taman
hijau/taman kehati; serta (c) Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Alternatif
pendanaan program/kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut dapat
diperoleh baik dari pendanaan pusat (APBN/DAK) atau pendanaan dari
provinsi. Tidak menutup kemungkinan kerjasama dengan pihak

swasta/perusahaan.

s ———— e )
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BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

1. Permasalahan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

1.1 Permasalahan Berdasarkan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja
Utama

Permasalahan Bidang Lingkungan adalah kesenjangan antara kinerja
pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan
kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil
saat perencanaan dibuat. Sementara isu strategis adalah kondisi atau hal
yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan
karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/
panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah di masa yang akan datang.

Capaian Indikator Kinerja Utama Bidang Lingkungan Hidup dari tahun
2019-2023 cukup bisa dikatakan belum konsisten, masih terlihat fluktuaktif,
terlihat hanya Indeks Pencemaran Air yang capaiannya terus meningkat.
Beberapa permasalahan yang menjadi penyebab belum konsiten/ optimal IKU
untuk Indeks Pencemaran Udara, yaitu penurunan realisasi pemantauan
kualitas udara karena pelaksanaan pemantauan terkendala aspek teknis, dan
faktor keberhasilannya adalah jumlah titik pantau kualitas udara dan standar
kualitas udara pada lokasi pemantauan.

Permasalahan yang ada didapat berdasarkan data sekunder
(kunatitatif) dan hasil dari wawancara dengan pihak yang terkait langsung
dengan bidangnya. Secara rinci untuk setiap capaian indikator kinerja utama

bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

R R A B B A e I B e AR A T 2, P S T B S P S L e [ P Bl SR SR Y 0 T PP ST
S e )
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1.2 Permasalahan berdasarkan Evaluasi Program yang Menjadi Urusan
Pemerintah Daerah
Salah satu cara untuk mengukur kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah adalah melalui evaluasi terhadap indikator kinerja tersebut. Dalam
Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan
RKPD, dijelaskan bahwa penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan
daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang
ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci
(IKK) pada akhir tahun perencanaan.
Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, salah satu bentuk evaluasi
kinerja yang dilakukan adalah evaluasi terhadap IKU pemerintah daerah yang
diamanatkan kepada perangkat daerah (PD) yang mengampu urusan pemerintahan
daerah tersebut. IKU pemerintah daerah dituangkan dalam RPJMD dan diamanatkan
kepada perangkat daerah untuk dikembangkan menjadi IKU perangkat daerah yang
memuat pula program-program penyelenggaraan pembangunan yang menjadi urusan
yang diemban perangkat daerah tersebut.
Berikut ini gambaran mengenai capaian kinerja serta catatan mengenai
permasalahan yang dihadapi oleh perangkat daerah sebagai pemangku urusan
pemerintahan daerah, maka perlu dilakukan evaluasi capaian kinerja yang disertakan

dengan catatan permasalahan yang dihadapi.

Tabel 3.2 Permasalahan berdasarkan Evaluasi Program yang Menjadi Urusan
Pemerintah Daerah Bidang Lingkungan Hidup

R R e R R N R A A e O e R R R R R R RREEEEEEEE—IrIIR R il i s

=) — T @) e e e T
2.11.2 | Program Perencanaan ' Progr‘amw Perencanaan | Hanya penyusunan Rencana Perlihdhnéari dan
Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

Kabupaten /Kota yang dimasukkan dalam
kegiatan, sementara penyelenggaraan KLHS
| tidak digunakan / tidak masuk dalam kegiatan

2.11.3 : Program Pengendalian | Prdgi‘a?nilgéﬁgénaéﬁéﬁm 1. 7Kui'éngny§ kegiatan pemberian informasi
‘ Pencemaran Atau Pencemaran Atau kepada masyarakat / stakeholder terkait
Kerusakan | Kerusakan Lingkungan | peringatan pencemaran lingkungan hidup
| Lingkungan Hidup Hidup sebagai bentuk mitigasi / pencegahan

| 2. Koordinasi serta sinkronisasi lintas sektor
dalam pengelndalian pencemaran dirasa

tidak optimal
L 2.11.4 B Pfogram Pengelolaan I Prograni ?erigelblaari 1. Program KEHATI dilakukan melalui
Keanekaragaman Keanekaragaman pengelolaan RTH

Hayati (KEHATI) Hayati (KEHATI)
2. Tidak ada kegiatan pengembangan
kapasitas kelembagaan dan SDM yang

S
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m (2) | (3) | o )
berkaitan dengan program KEHATI

3. Tidak ada pengelolaan prasarana dan
sarana yang terkait dengan program

KEHATI
| |
'2.11.5 | Program Pengendalian | - | Tidak digunakan
| Bahan Berbahaya ‘
| Dan Beracun (B3) dan . ;
‘ Limbah Bahan ‘ Tidak digunakan
‘ | Berbahaya dan
, Beracun (Limbah B3)
'2.11.6 | Program Pembinaan  Program Pembinaan 1. Tidak ada kegiatan pengembangan
E | Dan Pengawasan | Dan Pengawasan ‘ kapasitas pengawas (PPLH)
| Terhadap Izin Terhadap Izin
| Lingkungan Dan Izin Lingkungan Dan Izin 2. Tidak ada kegiatan koordinasi dan
| Perlindungan Dan Perlindungan Dan | sinkronisasi dalam pelaksanaan
Pengelolaan Pengelolaan [ pengawasan dan penerapan sanksi
.1 Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
; (PPLH) (PPLH)
j 2.11.7 | Program Pengakuan | Tidak tercatat keberadaan MHA di Kab.Cirebon |
ﬂ | Keberadaan | yang perlu ditangani secara khusus
| Masyarakat Hukum ‘
| Adat (MHA), Kearifan | Tidak digunakan
| Lokal Dan Hak MHA
| Yang Terkait Dengan
| PPLH
'2.11.8 | Program Peningkatan | Program Peningkatan | Peningkatan kapasitas dan kompetensi
! | Pendidikan, Pelatihan | Pendidikan, Pelatihan | dilakukan melalui kegiatan pendampingan
| | Dan Penyuluhan Dan Penyuluhan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup - perlunya
| Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup | perencanaan Gerakan Peduli LH yang lebih
| Untuk Masyarakat | Untuk Masyarakat komprehensif, operasional, dan tepat sasaran
' 2.11.9 | Program Penghargaan = Program Penghargaan  Dilakukan melalui penilaian kinerja
‘ | Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup | stakeholder sesuai dengan urusan Pemerintah
‘ | Untuk Masyarakat Untuk Masyarakat Daerah dalam Nomenklatur Kepmendagri
| 2.11.10 | Program Penanganan | Program Penanganan | Pencatatan terhadap pengaduan masyarakat
f Pengaduan Pengaduan Lingkungan @ dan penyelesaiannya perlu dikelola dengan
| Lingkungan Hidup | Hidup | baik (perlu SOP terkait masalah pengaduan
' | LH)
' 2.11.11 | Program Pengelolaan | Program Pengelolaan | 1. Belum ada kegiatan perencanaan
‘ Persampahan Persampahan 1 pengelolaan persampahan (masterplan

persampahan)

| 2. Belum ada upaya daur ulang /
’ pengolahan kembali

3. Belum ada pengelolaan persampahan oleh |
swasta

Setalah memastikan program yang tidak digunakan berdasarkan nomenklatur,
terdapat dua program, yaitu :
1. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
2. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan
Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH, karena tidak tercatat
keberadaan MHA di Kab.Cirebon yang perlu ditangani secara khusus
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Sementara itu, program-program lain yang memiliki catatan hasil evaluasi, terdapat
dua catatan yang cukup banyak, yaitu
1. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), dengan catatan :
a. Program KEHATI dilakukan melalui pengelolaan RTH
b. Tidak ada kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan dan SDM yang
berkaitan dengan program KEHATI
c. Tidak ada pengelolaan prasarana dan sarana yang terkait dengan program
KEHATI
2. Program Pengelolaan Persampahan, yaitu:
a. Belum ada kegiatan perencanaan pengelolaan persampahan (masterplan
persampahan)
b. Belum ada upaya daur ulang / pengolahan kembali
c. Belum ada pengelolaan persampahan oleh swasta

1.3 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Daerah
Terpilih
Berdasarkan pada visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah terpilih periode 2019 — 2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten
Cirebon Tahun 2020 - 2024. Visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD
Tahun 2019 - 2024 adalah "Terwujudnya Kabupaten Cirebon Berbudaya, Sejahtera,
Agamis, Maju Dan Aman”. Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut
selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) misi. Pada salah satu misi yakni misi ke 4
(MAJU)” Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul,
sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional yang
didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah” mempunyai arah
keterkaitan yang sangat jelas dengan urusan lingkungan hidup yang merupakan
urusan pemerintahan yang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon.

Tujuan dari misi ke 4 tersebut adalah : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi
dan pengembangan wilayah yang berkeadilan berkelanjutan, dan berwawasan
lingkungan. Adapun sasaran pada tujuan tersebut yang berkaitan dengan tupoksi
Dinas Lingkungan Hidup terutama adalah pada sasaran keempat yakni
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup.

Guna mencapai visi misi yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, maka Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon Menyusun rencana pelaksanaan dalam Pengendalian Pencemaran dan
Perusakan Lingkungan; Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup; Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam serta Pengelolaan Ruang Terbuka
Hijau (RTH). Rencana tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam pelaksanaan
operasional kegiatan perangkat daerah yang akan dijabarkan dalam dokumen
Rencana Kerja (Renja).

Pada strategi dan arah kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD
Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024, ditetapkan 34 (tiga puluh empat) strategi

umum yang salah satunya adalah meningkatkan perlindungan dan pengelolaan
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lingkungan hidup. Dengan dimasukkannya peningkatan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup sebagai salah satu strategi umum, maka masalah
lingkungan hidup harus menjadi program atau kebijakan prioritas dalam seluruh
kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Cirebon. Hal ini menjadi salah satu
faktor pendorong yang mempengaruhi pencapaian visi misi serta tujuan dan sasaran
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Cirebon.

1.4 Telaah Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun

2020- 2024 merupakan salah satu acuan dalam penyusunan Renstra Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon mengingat bahwa wilayah Kabupaten Cirebon
merupakan bagian integral dari wilayah ruang lingkungan nasional sehingga
permasalahan lingkungan hidup di suatu wilayah kabupaten sesungguhnya juga
merupakan permasalahan lingkungan hidup nasional dengan skala kabupaten. Dan
bagaimanapun juga pencapaian tujuan dan sasaran strategis di tingkat pusat atau
nasional harus didukung oleh upaya pencapaian di tingkat daerah.

Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan dalam Renstra Tahun 2020-

2024 telah menjabarkan prioritas pembangunan bidang serta sasaran bidang yang

terkait dengan pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan. Adapun program
prioritas tersebut yang sesuai dengan sektor kehutanan adalah:

a. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap

terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas
Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang
terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju
Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan
dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai
Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);

b. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan
sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator
yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB
Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3)
Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;

c. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan
dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan
Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah
Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh
Masyarakat;

d. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup
dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya
Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas 63 Pengelolaan Kawasan
hutan, (2) Jumah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3)
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil
Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi
Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks
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Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

1.5 Telaah Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat
Selaras dengan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, agar permasalahan

lingkungan hidup tidak menjadi permasalahan yang dampaknya berkesinambungan
dan berkelanjutan bagi sosial ekonomi masyarakat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Jawa Barat merumuskan visi untuk memberikan pelayanan berupa “Terwujudnya
Jabar Juara Lahir dan Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi”’, dengan misi 3
Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan
Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan
Penataan Daerah.

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka dirumuskan tujuan dan
sasaran pelayanan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa
Barat. Tujuan yang telah ditetapkan adalah termasuk tujuan 2 yaitu Meningkatkan
daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Meningkatnya pengendalian dampak perubahan iklim;

3. Meningkatkan ketersedian air untuk menujang produktifitas ekonomi dan
domestik;

4. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana;

2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan berdasarkan evaluasi terhadap
Indikator Kinerja Utama (IKU) dan program yang menjadi urusan Pemerintah Daerah,
dapat disimpulkan perumusan isu terkait urusan lingkungan hidup berdasarkan
masalah pokok, permasalahan, serta akar masalah yang ada.

Secara umum terdapat 2 (dua) masalah pokok terkait urusan lingkungan hidup
untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan,
yaitu Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi dan Tata Kelola. Perumusan Isu
Masalah Bidang Lingkungan Hidup dapat dilihat pada tabel berikut.

el T e
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1. Tujuan
Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada visi dan misi serta isu-isu dan
analisis strategis. Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi
Perangkat Daerah dalam merumuskan sasaran strategis, kebijakan, program
dan kegiatan untuk merealisasikan Visi dan Misi Kepala Daerah.
Adapun Tujuan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon adalah :
a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
b. Meningkatkan akuntabilitas tata kelola pemerintahan.

Tabel 4.1
Keterkaitan Visi-Misi-Tujuan

Terwujudnya MAJU: menmgkatnya Meningkatkan kualitas
Kabupaten Cirebon produktivitas masyarakat untuk lingkungan hidup

Berbudaya, lebih maju dan unggul sehingga

Sejahtera, Agamis, menambah daya saing di pasar

Meningkatkan akuntabilitas

Maju, dan Aman internasional, nasional, dan tata kelola pemerintahan

regional yang didukung oleh
peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah daerah

2. Sasaran
Setelah ditetapkannya tujuan maka ditetapkan Sasaran yang ingin
dicapai berdasarkan tujuan yaitu :

1. Meningkatnya kualitas air dan udara;

19

Meningkatnya tutupan lahan;

&

Meningkatnya pelayanan pengelolaan sampah;

B

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
Tabel 4.2
Keterkaitan Tujuan dan Sasaran

1 Meningkatkan  kualitas 1  Meningkatnya kualitas air dan
lingkungan hidup udara
2 Meningkatnya tutupan lahan

3 Meningkatnya pelayanan
pengelolaan persampahan
2 Meningkatkan akuntabilitas 4 Meningkatnya akuntabilitas kinerja
tata kelola pemerintahan PD
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3. Indikator Kinerja

Untuk mengukur keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dalam
pencampaian sasaran tersebut di atas, maka ditetapkan 5 (lima) indikator kinerja
utama yaitu:

1. Indeks Kualitas Air;

2. Indeks Kualitas Udara;

3. Indeks Tutupan lahan:

4. Persentase tingkat pengelolaan persampahan Kabupaten Cirebon;
S. Nilai LKIP.

Tabel 4.3
_Indikator Kinerja Utama dan Perhitungan

‘Meningkatnya ~ Nilai jumlah bobot parameter dikali dengan sub
1. kualitas air dan Indeks Kualitas Air indek Poin
udara IKA = Sigma Bobot x Sublndek
" Indeks Pencemar NO2 + Indeks Pencemar SO2 + .
Indeks Kualitas Udara Indeks Pencemar PM 2,5 dibagi 3 Poin
Indeks Tutupan Luas Tutupan Lahan Berhutan .
- Poin
Lahan Luas Wilayah Kabupaten
Persentase
Cakupan o,
Delavaas Luas area pelayanan pengelolaan sampah 2100% %o
Persampahan Luas area kabupaten
Meningkatnya
2. akuntabilitas Nilai LKIP Nilai LKIP Poin
kinerja PD

R e R e O A OO . T e,
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Strategi merupakan upaya atau langkah yang berisi program-program sebagai
prioritas pembangunan daerah untuk mencapai sasaran. Rumusan strategi yang
mendeskripsikan cara tujuan dan sasaran akan dicapai selanjutnya diperjelas dengan
arah kebijakan. Perumusan strategi didapat dari memperhatikan masalah yang telah
dirumuskan dalam isu strategis. Strategi dan arah kebijakan untuk penyusunan
rancangan teknokratik RPJMD 2024-2029 disusun dalam rangka mewujudkan
pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

Sebagaimana dipahami keberadaan isu strategis bidang lingkungan mengkerucut
pada isu-isu pokok sebagai berikut:

* Perkembangan wilayah yang tidak terantisipasi karena kurangnya perencanaan
* Tata Kelola yang kurang optimal (perencanaan hingga pengelolaan dan
dukungan anggaran)

Berdasarkan isu pokok tersebut, dirumuskan sejumlah strategi penanganan
yang mengacu pada permasalahan masing-masing aspek yang melandasi isu pokok.
Stategi secara umumnya adalah untuk meningkatkan kemampuan antisipasi
perkembangan wilayah melalui proses perencanaan dan penyiapan tata kelola yang
optimal dengan menyiapkan peran serta dan kerja sama pemangku kepentingan guna
mendukung upaya pengelolaan, pengendalian dan penyelamatan lingkungan hidup di
Kabupaten Cirebon. Strategi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas kawasan konservasi

2. Memperketat Perlindungan terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup

3. Memperkuat peran masyarakat dan kerjasama pemangku kepentingan dalam
upaya perlindungan dan pengamanan lingkungan hidup

4. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran air baku

5. Meningkatkan upaya pencegahan pencemaran udara

6. Mengatur kembali tata kelola persampahan yang berkelanjutan

Strategi tersebut dijabarkan lebih rinci dalam bentuk arah kebijakan dalam
upaya mewujudkan pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan hidup. Berikut
kebijakan yang berdasar pada permasalahan sebelumnya dimana didapat 14
kebijakan terkait urusan lingkungan hidup di Kabupaten Cirebon.

Perencanaan konservasi air baku

Perencanaan penanganan kualitas udara

Perencanaan penanganan kawasan konservasi lingkungan hidup
Perencanaan penanganan persampahan berkelanjutan

Dukungan kajian lingkungan hidup untuk setiap produk perencanaan
pembangunan penataan ruang

6. Pengembangan program edukasi masyarakat

7. Pengembangan forum komunikasi pelaksanaan pengendalian pencemaran
8. Perumusan prioritas program KEHATI

9. Perencanaan pengelolaan Limbah B3

10. Peningkatan SDM PPLH

11. Peningkatan koordinasi kelembagaan untuk pengawasan LH

12. Perencanaan Program GPLH

13. Pengembangan organisasi penanganan pengaduan maslaah LH

14. Perencanaan pengelolaan persampahan berkelanjutan

Al Ll o

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:
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Berdasarkan strategi dan arah kebijakan terkait urusan lingkungan
hidup, selanjutnya dirumuskan program dan kegiatan, serta indikator kinerja
program (outcome) terkait urusan lingkungan hidup. Program disusun dengan
mengacu pada ketentuan nomenklatur program sebagaimana Kepmendagri
No.050/2021. Sejumlah program dan kegiatan yang diusulkan untuk
penyelenggaraan urusan lingkungan hidup oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon
adalah:

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, dengan kegiatan:
a. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)
Kabupaten/Kota
b. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
Kabupaten/ Kota
2. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan:
a. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman
Hayati
b. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan
Hutan
c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
d. Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya
e. Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
f. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
3. Program Pengendalian B3 dan Limbah B3 dengan kegiatan:

a. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3
Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik

b. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan
Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan

4. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLLH) dengan

kegiatan:

a. Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan
dan/atau Izin PPLH
b. Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup
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c. Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup,
Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya
dan Rencana PPLH

. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan

Hidup untuk Masyarakat dengan kegiatan:

Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang
Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan

Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup

Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup

d. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas

£

8.

9.

Rensta

Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat, dengan
kegiatan Penilaian Kinerja dan Pemberian Penghargaan dalam
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dengan kegiatan:
a. Pengelolaan dan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH
Kabupaten /Kota
b. Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi,
Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar
Pengadilan atau Melalui Pengadilan
Program Pengendalian Pencemaran Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
dengan kegiatan
a. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran
Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara,
dan Laut
b. Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup
Kabupaten/ Kota |
Program Pengelolaan Sampah dengan kegiatan
a. Pengelolaan Sampah melalui:
* Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan
Sampah Kabupaten/ Kota
* Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan,
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali
* Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan,
Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan
Akhir Sampah di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/ Kota
* Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan

Persampahan
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* Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan Persampahan

* Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan
Persampahan

* Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan
di TPA/ TPST/ SPA Kabupaten/Kota

* Penerbitan Izin Pendaurulangan Sampah/Pengelolaan
Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir
Sampah yang Diselenggarakan oleh Swasta

b. Pembinaan dan Pengawasan, melalui:

= Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan Terkait Izin Usaha dan
Standar Teknis Pengelolaan Sampah

* Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan
Sampah

* Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar

Pelayanan Pengelolaan Sampah

B B e e S S 5 T IS s
Rensta Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon 2025-2026 Page 96



9207-§207 uoqaar) uajednqey| dnpi ueduny3ury seulq esuay

Suek (HLy) nelig Sueny
eynqra], 3ueny ueeofeSuad
(nefeyey ueny
ueure} yerwnf) uesemey|
e[o[ayIg Suesk IenTy1p
ueiny uesemey neley uew
Jeng 1p nedey | eSerexaouedy]
uewedereyoueay] ueue],
uewe], ueeopadusd
neieq uew
egereyoueay (LLYHED)
(uowmsjop uee[o[eduad nedey uew
1) nedey euBOUIY | efereyousa)]
urwegeresduedy| uedejousg ueeloeduad
uee[o[eduad uep weidold
ANpu] BUBOUYY | ueUNSNAUSd] v0'11°2
(uswnsjop 810y
91) H1 yedwep | /udsjednqey
Ues{ng W (SHT)
1suvjodiaq si8ajens
Suek Ja dnpry
uep Ueeuedudsoq ueSuny3ury
uawnxio( uetfey] uee
symun SHTY | Ted8uaiaiuag
80y
/uayednqesy
(uwowmsjop 1) (H1ddd)
HIddd dnpry dnpry
Jrpowose3uatr ueguny8ury dnpiyg uedunydur
yea ueeo[eduad ueduny3ur] ISBAISSUOY dnpriy
Buef ueseliqay] uep | ueBUBOUAIA] ussemes| ISBAISSUOY ueye] uesun{3ur
ueyeeR],/Hiddd | wesSunpurped urexsoig ueuedueuad uesBME) SBIIfeny| wedning | weye] wedning sejyfeny u dNaid NV
uswn;oq BUBIUR 20'11'C UBBUBOUI] uexjexdurus s¥opu] | eAujeSuTus]y | exjessuruajy OZD%WOZS
B e T : el

: ,.Om.v -

®

o

: ()

dnpry ueduny3ur] uesnin weidoiq elroury lojeqipu] uep weisold uesnwiny 1°9 [2qe],




uep ISeuIplooy| uep
elueuesiyel9], ISBUIPIOOy]
Aruon3[y
©Ieddg
(unyey/ueurzirad | 1seIFANULIDL
yepun() ryESNIag
HIUOII[H BIedag ueuIZLad
ISBIS2IULI9], ueueie[dd
eyesniag wIISIS
URUIZLIS] mepnN u dnpry
ueueAe[dd | eeuesdeq uedundur]
wI)SIS MePN eq UBIBUIOUI]
uexeuesye[Iq yequiry u efeyeq dnprH
ed yequir] | emdwndusd | eg yequiry uep dnpry ueBuns{3ur]
uendwnduag uiz] uep €9 ueguns3ury UBIBWAOUI]
Jep uiz] UlUNIWOY usuIWoy | ueIEpPUIFUd] sejeny| depeyuial
unadsiq | ueynuawad ueynuawsg urer3o1d [onuoy uedunpurrad
BAUISBYISEHID, ISeNIsey SO'1l'C uejensuad Jejosredway
(ueyewreoay
0¢€) eloEeia | nedey uew
Sued nefey | eSerexoueay
wregeresoueay] euRIESBI{
euBIESRI] uep BuBIeS
uep BuUuBIEg uee[o[adudd
neleq uew
(8ueio) nedey | eSerexaueay]
uewreseresdueay] ueeo[a8udd
uee[ojasuag werep ureep
efuseysedesy NAS uep
uejesduruad | ueefequid[ay]
rueredusw 3ued | sejisedey ue
Suesn yerunp | Suequadusd
(medeyey
ueure) yerunl) eAuure
eo[ay1( Suek neiey uew
eluure] nedeH | eSerexoued)y]
ueuregeresauedy] uewe],
uews], ueeoaduad
HLY | (HLY) nefig

! yeqwn() ejoaIq L

9Z02-5207 uoqaar) uajednqey dnpry ueduny3ury seulq eisuay




EBplag
‘H1a

Sep
utradsiq
‘H1a

ejoy /usednqey] | wesunsgur]
yeroe(q urz] Suek
YEJULIDUId] ue)eIsey
yo[o uesemeguad neje/uep
uejergoy uep eyes
H1dd UiZ] yejwnp | uesemedusq
uesRqIq
Suef 1sexadp
uexele[oy yeang
uep ‘uesunysur] dnpry
uenfnyesioq uedunysury
‘STU9], semeduad
uenfnjesiod reqefdd | (HT1dd) dnpH
uenjualay| seysedey |  weSunydury
ueynuawag ue | ueeopeduad
uawnyo( | Suequedusd uep
Hldd UZ] | weSunpurliad
uesLRqIq neje/uep urz] uep
SueX 1sexadQ uweunssury wedunsi3ur]
uesefe[y] yesng uiz] | uiz] depeyia)
uep ‘uedunsur] ueqifemay] | uesemeSuad
uenfmyasiod uep uep
‘STUN9], uenjualay ugeuIquUIad
uen[nyassad ueynuauwog urexdoid
uswnoqg ISEJISB 920°'I1'C
ueuUNquUIUdg
neje/uep
‘ueyeo8usd
UejeejuBliog
‘u
eyns{duedusg
eyduel
uayednqey] urefep
ueSuBUIMIY 1SUTAOI]
ueguap yejurauiad
rensag gd yequily ueguap
uee[o[a5uad €4 yequiy
IS, uee[o[a8usd
ISESTUOL UL ISeSTUOL{UT

9202-5207 uoqadr) uajednqey dnpry ueSunygury seuiq easuay




H1d

andgd
‘sosurg
‘H1d

dd
[odjeg
‘H1d

00T 23ed 920Z-5207 uoqaar) uajednqey] dnpry uedunydury seuiq eisuay
oAuedurey] ueynniusqd
uep ueyn[niusg uee
yerunp | red8uspeiusd
(uweyeuresay] Og)
dnpry uesunsgury dnpry
efepnqlag uep uedun3dury
npad uexeran apad
ueeUIqU?J | UeNEIdD) UE
uegurdwepusd | Surdurepusd
BAUNCS ue}
1suajedwoy | exeredseway] dnpry
uep sejisedey] edequio uedundur]
uexpes8unig Sued | ynjun dnpry ueueweduad R
©)0y] /uarednqeyy ueSuny3ury JesereAseN ueSunpured | dnpry veSun8ury
Ip IelepIs], Sueprg | smyun dnpry urerep ueuewresuad
Sued neye/uep eISnuep uegunysury ueSunuaday | uep ueSunpurred
)0y /uayednqey] eleq ueynniusd nSuewad efedn werep
eess 1sn laquing | uep ‘ueyne[sd | ewes eliay uep uedunuaday
jgsu]/jeseresse 1suajedwoy] ‘ues{IpIpuad Jexereisewr nyjSuewrad
sodwofay] uep uejeyguruad elIas ewrese(1ay uep
/uejesfere seuray] sejisedey] uresdoid uerad sjadse | jeseredsewr uerod
eSequio yejun, | ueyey3uiusd 80'11°C uejendusg yensproduwon
H1dd
BUBIUIY
uep eledn
H'1dd euBdouy] Is3jueg
uep eledn uederauad
Isyueg uedelauad uep
uep ueseme3uad uesemeduad
IsestuonuI§ | Isestuonfulg
uep IseulpIooy uep
yejunpe ISeulpIoo3]
elo0y
/uayednqeyy
qerdeq
yejulauwadg
eI
uexpiqIaia
Sued H1dd

:Sd I




H1d

H1d

sosul(
‘H1d

dd3da
‘H1a

‘eyorsusg | ‘ISensiutupy
ueresa[aAusd Is3ueg
‘ISBNSTUILPY uedeiauad
syjues uedeioudd | ISESIUOIUIS
Isestuonuls uep
uep ISeurploo3p ISBUIpIoo3|
1219
/uarednqey]
H1dd
depeyia], dnpiH
JeeIRASEN ueSuny8ury
sejuny es3ury uenpedusad uenpeduad
nnfuesfepunip | ueress[Ausd ueuedueudd
Suek venpesuag uep ureigoid
ye[une | uee[o[asudg 0T'11°C
dnpry
uedun3dury
upe[o[aduad
uep
uedunpurprsd JexeIessen
weep | ymun dnpry
ueedreydusd ueSun8ury
ueLIdqUS] ueegreysuad
ueegreysuad uep elraury urexgoid
BWMHAU™{ yerun uererusad 60'11°'C
Teyag Suek
UBWDNW™g
uesemey|
uep dnpiH
uweSuns{8ury
sejrenyy
uejesuIua]
1ISesnpas) urerep
Suel my werep edrenyay]
edrenyay ejrasad uerepesay
uep My yejung | uegnquinuaddg
dnprtH
uajednqey] ueSurs{dury
jex3ur], afuedurey]
dnpiy weSuny8ury uep




201 98ed

9202-520Z uoqaar) udednqey] dnpry uedunyury seulq eisuay

H

T

a

uee[o[esudd yeroeq
Bojeng | 18ojeng uep uoqair)
uep uexeliqay uexeliqoy] uenfueesiaq usjednqes]
yejunp, | UBUNSNAUS] yedureg uenfueasiaq Suek ueyeduresiad yeduwes
yeduwes ueeojedusd ueyeduwresiad ueyeduresiad ueejoreduad ueejoreduad
ueeoeduad urex3oig ueuedueuad | e[O[a3] Bje] yexsun ueuelerod
(1) 1T°I1°S UBBUBOUAIS{ | IMequuay Jnje3usapy asejuesIod | eAuwes3uruspy
dnpry weSuns{gur] B0}
UesesnIad] /uarednqgey]
neje/uep dnpiy
URIBUWIOOUd] ueduny3ury
uerse[osiduad UBesnIay] erepn
ISeULIOjU] neje/uep uerewdouad
BUILISUSW uBIBWIOUd] vIEpN SelENny ueyedoouad erepn
3ueA jeseredsewr uesd ueueSueuad efedn sejeny|
sodwoay yequnp | uem3sueuad UBBUBOUAI] uesjey3uIusp syapu|
ne] uep
‘erepn
a1y ‘yeue],
BIPIA
depeyao], u
exeuesieqg
dnpry dnpry
neq] uep ueduny3ury ueduny8ur]
‘erepn ‘ary ‘yeue], UBIBWAOUS ueyesnIay
vIpoA depeyia], ueyedaousd neyy nseq
ueseuBsye[l(] | ULBUESHE[RJ | UBIRUWIdOUI] are uerewaouad
dnpry ueSuny3ury uep | ueiepusduad neq ueyedsouad erepn uep
sejeny | ‘Isestuonjulg wreidord ITe ISBAIOSUOY efedn Iy sejeny | e sejeny
In uswndoq |  ‘ISBUIPIOO)] €0'11'C UBBUBOUAII] uespessuruay syopu] | eAmesSurusy
ueripesduad
INfePA nege
uepeduad
uepesuad Ten
mrepN 1p dnpry
neje ue[ipesusd uedundur]
Tent 1p ueyIpAusg
dnpry ueduny8ury neje/uep
ueyIpiAuad ‘Bjerdusg
neje/uep | ueresseAusd

[(13)




AqLNd
‘H1d

H1d

H1d

H1d

Isestuonuls uep
uep ISeurpiooy ISEUIpPIOO}]
u

eyeduresiad

ueeopasusd

wrerep

JeyRIRASBIN

yedweg yueg BlI98 UBIdd

/ WS3 yequnpy | uejessuiusg
810y

/uarednqey]

vd

S/LSdL/VdL

p yedureg

YV

UBSISOIWdJ

uep

‘ueyelodusd

‘u

en3uedusd

‘u

endwndusg

Vd.L ‘ueye[ag

uep uesasoswad uesnyePnN
ISEO] Ip unInuaur ueduap
FueX yedures yedureg
swnjoa yepun, | ueuedueusd
requeay

equiay] | uejERjUBWS]
uejeBjUBWIY] UBD uep 3ue[n
Fuen uBIneBpUSd ueInepuad
‘ueselequiag | ‘uesejequisd
uejeiday eluepe uenBRN
BUSIEY UNINUaW ueduap
3ueA yedures yedureg
awnjoa yerunp | ueguernduad
(usum3joq 803

1) veyeduresiad /usrednqgey|
uejdisen yedureg

/ yedureg ugelo[adusd

920Z-5207 u0qair) usjedngey dnpiy uedunsjdur seulq easusy




ds
IdINdd
‘H1d

ALnd
seulqg

‘H1d

ALNd
seui(]

‘H1a

920Z-5202 uoqar) uajednqey dnpry ueBuny3ury seulq eisuay

yo[o uex

ere33uarasiq

Suel

yedureg

(weurzriad Iy

uawnjop) UBSIS0IWd]

IseMisei(q uep

Suef yedureg yqedureg u

uee[o[es8usd | eyn8uedusd

MIUOJIN[F] BIBOAS ‘qedureg

1ISeI89]ULI9 |, ueelo[ad

eyesnIag | usd/yedureg

uenfnjasiad ued

/urzr depeyre) | uemunepuad

uex}Iqrairp uiz]

Sues ISepuatIoN Yy ueyIqIaudd

yepunp (2)

B0y

Juayednqey]

vds /1sdlL

wnru /vdLpu

ueuede[ad repue)ls eyedwesiad

rensas yedureg ueejo[eduad

ueuegueUd{ vueJIesBld

eueIeseld uep uep eueres

eUuRIRS yRIUIne ueerpaiuag
ISdL/vdlL

1p yedureg u

ueuedueUdq eyeduresiod

werep yeqriia) uee[o[a8uad

Suef ismygsut euwreg BO9Y

neje eyesn ueseliqay

BIUND yeumnpy ueunsniusg

u

eyeduwresiod

uee[o[aguad

vuereg uep




H1d

ds
IdNda
‘H1d

501 a8ed

920Z-5207 uoqatr) uajedngey] dnpry uedunysur seulq eisuay

€20T

‘sistieuy [ISBH : Iaquing

uesreuesyeiq
Suel
ejoy] /usryednqey|
yedureg
uee[o[a8uad yedureg
ueueAie[ad uee[o[e8ud
Iepuel§ uep ueueAe[ed
19818 ], UBYNUAWS] Iepuelg
uesoderaq uep jo8re],
uep ISenyeasy ueyNuUaWag
‘BULIOJIUOIN | Isen[eas] uep
ueeuesyeRd SULIOHUON
qedureg
ueeo[eduad
elroury
refrurp uere[Iuad
3uef jeseredsewr | ueeUBSIBRJ
sjodwofas uep
/iun gepune | ueunsniusd
qedwes
uee[o[a8uad
eyesn STUN3,
ueurzuad efedn Iepuels
wrefep sejsedes uep eyes()
uejexBiuad UrZ] J1eNqIa],
rurereduamr uenjualay|
Sued uedunuadoy ueynuUaWAg
ny3uewad yerwnp ISE)ISEY
uesemesuag
uep
ueRUIqUd]
(€)

e)sems




Dalam perencanaan, perlu dirumuskan indikator-indikator kinerja yang
menggambarkan suatu hasil yang diinginkan dari suatu instansi/organisasi

agar dapat terlihat bagaimana tingkat capaian ataupun keberhasilannya.

Indikator kinerja terdiri dari indikator kinerja/sasaran program dan
indikator kinerja kegiatan. Indikator kinerja/sasaran program adalah sesuatu
yang menunjukkan mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian
program dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Indikator
kinerja/sasaran program ditetapkan sedapat mungkin mencerminkan hasil
(outcome) dari kegiatan yang mendukungnya atau setidaknya merupakan
keluaran (output) kegiatan dimaksud. Indikator kinerja yang ditetapkan harus
terukur dan terarah serta mencakup seluruh aspek. Secara umum indikator
pencapaian kinerja yang ditetapkan pada periode lima tahun kedepan adalah
penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari

pelaksanaan program.

Dalam Bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon yang mengacu pada tujuan dan
sasaran RPD. Indikator tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang
akan dicapai selama kurun waktu 2 (dua) tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD, sesuai pada tabel 7.1

Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Target Capaian
B Setiap Tahun Kondisi Kinerja
Indikator pa pada akhir periode
No periode RPJMD
RPJMD (2026)
(2024) 2025 2026
Indeks Kualita
I Lingkungan (IKLH) 51,71 63,08 63,33 63,33
1 Indeks Kualitas Air 49,50 72,17 72,37 72,37
2 Indeks Kualitas Udara 77,72 61,31 61,71 61,71
3 Indeks Tutupan Lahan 33,87 50,75 50,82 50,82
Persentase tingkat
pengelolaan 5 o o
4 persampahan Kabupaten 11,54% 12% 13% 13% J
[ Cirebon |
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Catatan :

Kelima Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup tersebut
merupakan pendukung dalam menentukan Indeks Kualitas Lingkungan
Hidup yang merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama Kabupaten

Cirebon.
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BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025 -
2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang
dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi
dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah, pada periode
2 tahun. Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon Tahun 2025-2026 ini didalam implementasinya digunakan sebagai
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan
dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan
kegiatan Perangkat Daerah, sehingga konsistensi dan keberlanjutan
program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat
mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam
RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat
diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan
Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon Tahun
2025-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana
program/kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas,
akuntabilitas dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun
penganggarannya.

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 ditentukan oleh komitmen
dan dukungan seluruh aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Cirebon agar visi dan misi yang telah ditetapkan dapat berhasil sesuai

rencana dengan tidak menyampingkan kendala dan tantangan yang ada.

Demikian, semoga rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Cirebon ini diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan

dan perkembangan situasi yang dihadapi saat ini dan yang akan datang.

- ____ ______________________________ _________________ ___ _________ _________ _____ __ _________ _______ ____]
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Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 15 wei 2024

ABUPARIIREBON,

~
A

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,
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